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GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR  17 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TAMAN BUDAYA PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

	Menimbang 
	:
	a.
	bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta menindaklanjuti surat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Pb.103/12/MKP/2008 tentang Pendirian Taman Budaya;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Budaya Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	
	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Penempatan Benda Cagar Alam di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);

	
	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

	
	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

	
	
	8.
	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Nomor 36);

	Memperhatikan
	:
	Surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahiun 2007 tanggal 19 Desember 2008                        Nomor : 061/3936/Sj


MEMUTUSKAN :
	Menetapkan 
	:
	PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TAMAN BUDAYA PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unusur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;

4. Dinas adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;

7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Taman Budaya pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat;
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPTD Taman Budaya pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat.
BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

(1). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Budaya adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat;

(2). UPTD Taman Budaya dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sulawesi Barat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagai tugas dinas sesuai dengan kebijakan teknis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan memperhatikan kebijakan Gubernur dan petunjuk/pedoman umum Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Taman Budaya mempunyai fungsi :
a. Pelestarian kebudayaan daerah melalui upaya pengkajian dan pagelaran budaya;

b. Pelaksanaan bimbingan budaya terhadap lembaga dan grup seni budaya;

c. Pelaksanaan rekonstruksi bentuk seni yang hampir punah;

d. Pelaksanaan eksperimentasi hasil pengkajian;
e. Pelaksanaan sosialisasi hasil pengkajian;

f. Pelaksanaan usaha penggalian, pengelolaan dan penyajian data seni budaya;

g. Pelaksanaan pameran dan karya seni Budaya. 

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1). Susunan Organisasi UPTD Taman Budaya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari :

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Teknis dan Informasi;
d. Kepala Jabatan Fungsional
(2). Bagan Struktur Organisai UPTD Taman Budaya sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

(1). Kepala UPTD Taman Budaya mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan tugas Dinas sesuai kebijaksanaan Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
(2). Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Taman Budaya mempunyai fungsi :
a. Menyelenggarakan ketatalaksanaan administrasi Taman Budaya;

b. Membina, pengembangan, pelestarian, seni tari, seni musik, seni rupa, teater dan seni budaya;

c. Melaksanakan rekonstruksi dan menciptakan seni musik, seni rupa, teater, dan seni budaya daerah;

d. Mensosialisasikan dan melakukan penyuluhan seni budaya daerah;

e. Mengkoordinasikan tugas kepada bawahan dan kepada instansi terkait;

f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas UPTD kepada atasan;
g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan tugasnya.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, administrasi keuangan, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga UPTD serta pelayanan, informasi/Publikasi.
(2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan urusan umum, kearsipan perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan;

b. Melaksanakan pelayanan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;

c. Melaksanakan urusan penyusunan program pembangunan dan kegiatan Taman Budaya;

d. Melaksanakan urusan keuangan;

e. Melaksanakan urusan informasi;

f. Melaksanakan Evaluasi, analisa dan penyusunan laporan;

g. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan.

Bagian Kedua

Seksi Teknis dan Informasi

Pasal 9

(1). Seksi Teknis dan Informasi dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Unit  Pelaksana Teknis Dinas Taman Budaya dalam melaksanakan tugas di bidang teknis dan Informasi
(2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis mempuyai tugas:

a. Mengumpulkan dan mengelola data seni antar daerah kabupaten/kota;
b. Menyusun program kerja bidang teater, sastra, tari, musik, seni rupa, seni budaya tradisional pengkajian dan pendokumentasian; 

c. Menyusun program pengadaan sarana teknis;

d. Melaksanakan pagelaran seni tari, sastra, musik, seni rupa, seni budaya tradisional, pengkajian, dan dokumentasi;

e. Melaksanakan berbagai karya seni;

f. Melaksanakan berbagai sayembara seni;

g. Melaksanakan evaluasi monitoring dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahan oleh kepada (UPTD).
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10
(1) Kepala UPTD melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala UPTD wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

(3) Kepala UPTD wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi unsur-unsur pembantuan dan pelaksanaan tugasnya yang berada dalam lingkungan UPTD.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun hubungan antar Dinas/Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 12

(1) Setiap Pimpinan ( Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi ) di lingkungan UPTD wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; 

(2)  Setiap laporan yang di terima oleh Kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan operasional;

(3)  Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala minimal satu kali dalam setiap bulan.
Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk mewakilinya,dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

Pejabat Eselon III dan IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenagan dari Gubernur atas usul Kepala Dinas.

 BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pemangku jabatan dilingkungan UPTD tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan dan serah terima terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur.
BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai tekhnis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 17
Dengan berlakunya peraturan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.



BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2009 NOMOR
LAMPIRAN
: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
TENTANG 
: Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Budaya Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
NOMOR
: 
TANGGAL
:

STRUKTUR ORGANISASI (UPTD) TAMAN BUDAYA 


Diundangkan  di   Mamuju


pada tanggal 


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT














H. M. ARSYAD HAFID








Ditetapkan di  Mamuju


pada tanggal           


GUBERNUR SULAWESI BARAT,





 








    H. ANWAR ADNAN SALEH








KEPALA UPTD





SUB BAGIAN TATA USAHA





SEKSI TEKNIS DAN INFORMASI





GUBERNUR SULAWESI BARAT,





 





    H. ANWAR ADNAN SALEH








KEPALA JABATAN FUNGSIONAL








